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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Pengadilan Negeri Klas II Brebes Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP 

Pengadilan Negeri Klas II Brebes Tahun 2015 merupakan salah satu wujud 

pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Klas II Brebes kepada publik atas kinerja 

pencapaian misi dan visinya pada Tahun Anggaran 2015. Selain itu, LKjIP juga 

merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Klas II 

Brebes untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. LKjIP 

disusun dalam rangka menindak lanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung 

tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tentang 

Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Klas II Brebes 
telah menetapkan visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Klas II Brebes yang 
Agung”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 4 (lima) misi yaitu : Menjaga 

kemandirian Badan Peradilan ; Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan 

kepada pencari keadilan ; Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ; 

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 satker Pengadilan 

Negeri Klas II Brebes ini disusun berdasarkan kebijakan umum peradilan, visi dan 

misi, rencana strategis di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan 

dan sasaran peradilan umum pada Pengadilan Negeri Klas II Brebes. 

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 

2015 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, 

saran maupun kritik yang sifatnya konstruktif dari pihak lain dalam rangka 

penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 ini 

kedepan. 

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun LKjIP ini. Semoga 

bermanfaat dan  dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, 

dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas II Brebes. 

      Brebes, 03  Februari  2016 

     Ketua Pengadilan Negeri Klas II Brebes 

 

           

                   YOSERIZAL, SH., MH 

      NIP.19701126 199603 1 002 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Klas II Brebes mengacu 

kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan 

Negeri Klas II Brebes telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan 

dicapai dalam tahun 2015. Keenam sasaran strategis tersebut diukur dengan 

mengaplikasikan 17 (tujuh belas) indikator kinerja dan 17 (tujuh belas) target kinerja. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari keenam sasaran strategis yang 

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 dapat memenuhi target yang telah 

ditentukan. Terdapat 4 (empat) sasaran strategis berhasil dilaksanakan dengan baik 

yang tingkat pencapaiannya mencapai 90% atau lebih yaitu : peningkatan 

aksesibiilitas putusan Hakim, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap 

peradilan (acces to justice), meningkatnya kualitas pengawasan dan meningkatnya 

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Sedangkan 2 (dua) sasaran strategis yang 

belum mencapai target yaitu meningkatnya penyelesaian perkara dan peningkatan 

efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara agar lebih ditingkatkan kembali supaya 

dapat mencapai target.  

Dari 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditentukan tingkat pencapaian kinerja 

Pengadilan Negeri Brebes tahun 2015 adalah sebesar 90%. Hal ini menunjukkan 

kinerja yang telah dicapai Pengadilan Negeri Brebes naik dibandingkan tahun 

sebelumnya. 

Adapun rincian Rincian pencapaian kinerja tahun 2015 masing-masing 

indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” 
 

NO 
 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
1. a. Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
85% 90% 94% 

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 
 

 
80% 
85% 
85% 
85% 
85% 
85% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 
 

 
89% 
94% 
94% 
85% 
85% 
85% 

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 
 

 
80% 
85% 
85% 
85% 
90% 
90% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
89% 
94% 
94% 
85% 
85% 
85% 

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 5 bulan 

85% 90% 94% 

e. Persentase perkara yang diselesaikan 
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 

20% 80% 25% 
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Sasaran Strategis 2 : “Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim” 
 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a B C = a/b 
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

 
 
80% 
80% 
80% 

 
 
90% 
90% 
90% 

 
 
88% 
88% 
88% 

 
 
Sasaran Strategis 3 : “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara” 
 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
3. a. Persentase berkas perkara yang diajukan 

kasasi dan PK yang disampaikan secara 
lengkap 

80% 90% 88% 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  

85% 90% 94% 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 
pihak 

85% 90% 94% 

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan 
tempat 

85% 90% 94% 

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 85% 90% 94% 
 
 
Sasaran Strategis 4 : “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 

(acces to justice)” 
 

NO 
 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
4. a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 
85% 90% 94% 

 b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan 
dengan cara zetting plaat 

85% 90% 94% 

 c. Persentase (amar) putusan perkara  yang 
dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus 
 

85% 90% 94% 

 
Sasaran Strategis 5 : “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan” 
 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
5. Persentase permohonan eksekusi atas putusan 

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti 

80% 90% 88% 

 
 
Sasaran Strategis 6 : “Meningkatnya kualitas pengawasan” 
 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
6. a. Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti 
85% 90% 94% 

 b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 
eksternal yang ditindaklanjuti  

85% 90% 94% 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 

A.   Kondisi  Umum Kabupaten Brebes. 
 

1. Wilayah 
Wilayah Kabupaten Brebes yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Klas II Brebes terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Brebes 
2. Kecamatan Jatibarang 
3. Kecamatan Wanasari 
4. Kecamatan Tanjung 
5. Kecamatan Kersana 
6. Kecamatan Bulakamba 
7. Kecamatan Losari 
8. Kecamatan Banjarharjo 
9. Kecamatan Larangan 
10 . Kecamatan Ketanggungan 
11. Kecamatan Bumiayu 
12. Kecamatan Paguyangan 
13. Kecamatan Sirampog 
14. Kecamatan Tonjong 
15. Kecamatan Bantarkawung 
16. Kecamatan Salem 
17. Kecamatan Songgom 

Dari 17 Kecamatan tersebut terdapat sekitar 290 desa. 

 
2.  Keadaan  Geografis 

Letak Kabupaten Brebes berada pada paling barat Propinsi Jawa Tengah yang 

batas-batasnya : 

-  Utara       :    Laut Jawa 

- Barat    :  Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan 

- Selatan :  Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas 

- Timur   :  Kodya Tegal dan Kabupaten Tegal  

Luas wilayah ada ±  165.774 Ha. 

BAB I - PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 
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Keadaan tanahnya pada bagian utara berupa tanah pantai/rawa-rawa yang 

lazim disebut Pantai Utara (Pantura). Sedangkan bagian tengah, barat, selatan dan 

timur sebagian dataran rendah dan sebagian lagi dataran tinggi (Pegunungan). 

 

3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya  
Sebagian besar penduduk Kabupaten Brebes adalah petani padi, palawija dan 

bawang merah (Agraris) dan sebagian lagi sebagai perantau di kota-kota besar 

untuk mencari nafkah. Jumlah penduduk Kabupaten Brebes sesuai statistik tahun 

2006 berjumlah 1.736.410 jiwa. dan dari jumlah tersebut 99,7 % adalah penduduk 

beragama Islam. Bahasa daerah yang dipergunakan sehari hari adalah bahasa 

Jawa dialek Tegal / Banyumasan dan untuk daerah-daerah yang berbatasan 

dengan Jawa Barat seperti Kecamatan - kecamatan Banjarharjo, Salem dan 

Bantarkawung bahasa yang dipergunakan adalah bahasa campuran antara Jawa 

dan Sunda. Pada umumnya mereka mengerti Bahasa Indonesia. 

Kebudayaan/kesenian untuk daerah-daerah yang berbatasan dengan Tegal, 

Banyumas dan Cilacap adalah kesenian Jawa. Seperti Wayang Kulit, Tari-tarian 

dan sebagainya. Untuk daerah-daerah yang berbatasan dengan Jawa Barat, 

kesenian Jawa Barat-an seperti wayang golek, tari-tarian sunda dan nyanyian 

sunda (tarling dan Jaipongan). Selain itu karena mayoritas penduduk beragama 

Islam maka banyak juga kesenian yang bernafaskan Islam seperti rebana, 

genjringan, burok dan sebagainya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gedung Pengadilan Negeri Klas IIA  BREBES : Jl. A  Yani  No. 89  Brebes) 
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1. Kedudukan 
Pengadilan Negeri Klas II Brebes adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di 

Kabupaten Brebes berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, 

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 

kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan 

perundang‐undangan. 

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Klas II Brebes yakni : 

1. Ketua melakukan pengawasan  internal mengenai : 

a. Ketepatan waktu memulai persidangan . 

b. Minutasi harus selesai tepat waktunya terutama terhadap perkara yang 

diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwanya berada dalam 

tahanan. 

c. Pelaksanaan Eksekusi yang memenuhi persyaratan yang sesuai Undang-

Undang segera dilaksanakan 

d. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang 

diumumkan dalam pengumuman lelang. 

e. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan setiap Hakim dan 

Panitera Pengganti . 

f. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat Kepaniteraan dan 

karyawan dibuat secara berjenjang. 

2. Wakil Ketua Melakukan pengawasan intern mengenai : 

1. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis 

administrasi dan moralitasnya.. 

2. Pentaatan jam kerja yang berlaku bagi pegawai dan tertib perkantoran.. 

3. Hakim - Hakim Pengawas bidang masing-masing bertugas melakukan 

pengawasan : 

a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara 

perdata/pidana, administrasi umum yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan 

Negeri. 

b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus. 

c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/Pidana kepada Panitera 

Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan. 

d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum. 

e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
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g. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai 

KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Rumah Tahanan Negara/Lembaga 

Pemasyarakatan. 

4. Panitera/Sekretaris adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang Pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, 

putusan, dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat‐surat lainnya disimpan di 

Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil 

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara 

yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, melaksanakan 

eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan 

dalam jangka waktu yang ditentukan. 

5. Wakil Panitera adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung 

membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara 

lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik 

dan lain‐lain, melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, 

melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya. 

6. Panitera Muda Perdata adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, 

mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih 

berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, 

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, 

mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan 

singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai 

diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi dan menyerahkan arsip 

berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

7. Panitera Muda Pidana adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan 

persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan 

lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register 

pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor 

register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai 

catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon 

banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum. 

8. Panitera Muda Hukum adalah membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat 

jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, 

menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas 

perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan 

perundang‐undangan. 
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9. Wakil Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan 

surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, 

Keuangan, dan Umum di Pengadilan Negeri Klas II Brebes. 

10. Kaur  Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan 

membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Pengadilan Negeri Klas II 

Brebes, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang‐undangan yang berlaku. 

11. Kaur Keuangan adalah melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan 

dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Klas II Brebes serta 

perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan 

peraturan perundang‐undangan yang berlaku. 

12. Kaur Umum adalah mempunyai tugas Membina dan melaksanakan Urusan Tata 

Usaha, dan Kearsipan surat masuk dan keluar, menginventaris semua sarana dan 

prasarana kantor dan menjaga kebersihan dan keamanan di lingkungan 

Pengadilan berdasarkan Peraturan Perundang‐Undangan yang berlaku. 

13. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: 

membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, 

dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik berita acara 

dan putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan 

menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai 

dimutasi. 

 

 
 
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan 

Negeri Klas II Brebes  selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja 

dimasa mendatang. Laporan Akuntabilitas ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

 
Pengantar Ikhtisar Eksekutif . 
 
BAB I : PENDAHULUAN, menggambarkan latar belakang hal-hal umum 

tentang Pengadilan Negeri Klas II Brebes, yang berisikan antara lain : 

A. Latar Belakang, B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, C. 

Struktur Organisasi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan D. 

Sistematika Penyajian. 

 
BAB II : PERENCANAAN dan PENETEPAN KINERJA, berisikan antara lain A. 

Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 (1. Visi dan Misi, 2. Tujuan dan 

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN 
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Sasaran Strategis, 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok) B. 

Indikator Kerja Utama, C. Rencana Kinerja dan D. Penetapan Kinerja 

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan tentang capaian kinerja 

Pengadilan Negeri Klas II Brebes yang terdiri dari : A. Pengukuran 

Kinerja, B. Analisis Akuntabilitas Kinerja, C. Akuntabilitas Keuangan 

BAB IV :  PENUTUP, yang berisi A. Kesimpulan dan B. Saran 

Lampiran : Berisi antara lain : 1. Indikator Kinerja Utama;2. Matriks Renstra Tahun 

2015 – 2019; 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2016; 4. Rencana Kinerja 

Tahun 2017; 5. SK Tim Penyusun LKjIP 2015; 
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B II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
1. VISI DAN MISI 

a. Visi 
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2015 – 2019 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-

tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, 

penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem  kebijakan dan 

peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.  

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Brebes diselaraskan denga 

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan 

rencana pembangunan nasional  yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan 

pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan 

dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan .Negeri Brebes. Visi Pengadilan Negeri Brebes mengacu pada Visi 

Mahkamah Agung RI  adalah sebagai berikut : 

 

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Brebes Yang Agung” 
 

Visi yang dimaksud bermakna sebagai berikut : 

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman 

yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.    

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan 

fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang 

Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan 

institusi. 

b. Misi 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. 

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 

A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019 
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Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Negeri Brebes, yaitu :   

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan ; 

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka 

memastikan “Terwujudnya Pengadilan Negeri Brebes Yang Agung”, adalah 

sebagai berikut : 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan 
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif  adalah 

adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan,  yaitu 

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian  

institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya 

(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci  dalam 

usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. 

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah 

mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial 

(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan serta 

pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan 

di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. 

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan 

anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk 

alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk 

memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. 

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga 

mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian 

individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan  

pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk 

menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman 

dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-

masalah hukum yang berkembang. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan  
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan  

yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan 

dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan 
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untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses 

peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya 

merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum 

tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum 

harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang 

adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan 

kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan 

dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan 

yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan 

pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. 

Sebagai contoh adalah adanyapengumuman jadwal sidang secara terbuka 

dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari 

keadilan 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan 

kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran 

pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, 

diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan - kebijakan non-teknis 

(kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan 

pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di 

pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, 

pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. 

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi 

yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, dengan 

menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan 

dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan 

non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial) 

4. Meningkatkan Kredibiltas dan Transaparansi Badan Peradilan  
Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan 

transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk 

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. 

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem 

pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, 

adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun 

kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. 

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan 

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan 

diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman 
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yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, 

pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, 

hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja 

secara profesional dan menjaga integritasnya. 

 
2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Brebes seperti yang 

telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke 

dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan 

strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi 

dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Brebes berusaha 

mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi 

visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan 

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, 

perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri 

Brebes untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat 

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan 

tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :   

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi ; 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan ; 

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Brebes dapat memenuhi butir 1 

dan 2 di atas ; 

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan 

Negeri Brebes adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ; 

2. Peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim ; 

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara ; 

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) ; 

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ; 

6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 

 
3.  PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 

Enam  sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri 

Brebes untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat 

rincian Program dan Kegiatan Pokok  yang akan dilaksanakan sebagai berikut : 
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a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program 

untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib 

administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.  

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan .Negeri Brebes  dalam 

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  adalah :  

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata 

2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata 

3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat 

waktu 

4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 

5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara  

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 
Mahkamah Agung  
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang 

berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa 

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah 
Agung  
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Mahkamah Agung 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan 

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan 

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama . 
 
 

 
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai 

penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pengadilan Negeri Klas II Brebes  telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Nomor W12-U11/     / 

KP.07.01/2/2016, dapat dilihat sebagai berikut : 
 

NO 
 

 
KINERJA 
UTAMA 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

1. Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 

B. INDIKATOR KINERJA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 
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- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 
 

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 
5 bulan 

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 
5 bulan 

2. Peningkatan 
Aksesibilitas 
putusan Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

3. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang 
disampaikan secara lengkap 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis  
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat 

waktu, tempat dan para pihak 
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 

4. Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan (acces 
to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting 

plaat 
c. Persentase (amar) putusan perkara  yang dapat diakses secara on 

line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus 
 

5. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang 
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 

6. Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti  

 
 
 
 
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program 

yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan 

organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kinerja 

Tahunan Pengadilan Negeri Klas II Brebes, sebagai berikut 
 

NO 
 

 
KINERJA 
UTAMA 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

 
TARGET 

1. Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase mediasi yang menjadi akta 
perdamaian 

95% 

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 

 
90% 
90% 

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2015 
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- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 
 

90% 
100% 
100% 
100% 

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 5 bulan 

90% 

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu lebih dari 5 bulan 

      90% 

2. Peningkatan 
Aksesibilitas 
putusan Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

 
 

90% 
90% 
90% 

3. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas perkara yang diajukan 
kasasi dan PK yang disampaikan secara 
lengkap 

90% 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  

    90% 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 
pihak 

    90% 

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat     90% 
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara     90% 

4. Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan (acces 
to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

   90% 

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan 
dengan cara zetting plaat 

    90% 

c. Persentase (amar) putusan perkara  yang 
dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus 
 

    90% 

5. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan 
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti 

          90% 

6. Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

   90% 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 
eksternal yang ditindaklanjuti  

    90% 

 
 
 
 
 

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber 

daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata 

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan 

dan sasaran Pengadilan Negeri Klas II Brebes serta menciptakan tolok ukur 

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.  

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas II Brebes sebagai berikut: 
 

NO 
 

 
KINERJA 
UTAMA 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

 
TARGET 

1. Meningkatnya 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase mediasi yang menjadi akta 
perdamaian 

90% 

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 
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- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 
 

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 
 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 
 

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 5 bulan 

90% 

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu lebih dari 5 bulan 

90% 

2. Peningkatan 
Aksesibilitas 
putusan Hakim 

Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

        
 
       90% 
       90% 
       90% 

3. Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 
penyelesaian 
perkara 

a. Persentase berkas perkara yang diajukan 
kasasi dan PK yang disampaikan secara 
lengkap 

     85% 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  

 90% 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 
pihak 

 90% 

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 90% 
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 90% 

4. Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan (acces 
to justice) 

a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 

      90% 

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan 
dengan cara zetting plaat 

90% 

c. Persentase (amar) putusan perkara  yang 
dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus 
 

90% 

5. Meningkatnya 
kepatuhan 
terhadap putusan 
pengadilan. 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan 
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti 

      90% 
 

6. Meningkatnya 
kualitas 
pengawasan 

a. Persentase pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti 

90% 

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan 
eksternal yang ditindaklanjuti  

 90% 
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= X Capaian 
Realisasi 

Target 
100% 

 
 
 
 

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan 

visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu 

organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan 

untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 

dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu 

metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai 

mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat 

komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas II Brebes  tahun 2015, 

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang 

telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa 

keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa 

target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas II Brebes tahun 2015 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator 

kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran 

yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.  

 
 
 
 
 

Secara umum Pengadilan Negeri Klas II Brebes dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari 

pencapaian sebagain besar target indikator kinerja sasaran strategis yang 

diterapkan, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai 

dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator 

kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini. 

  

A. PENGUKURAN KINERJA 

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA  
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NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
1. a. Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
85% 95% 89% 

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

 
85% 
75% 
81% 
100% 
100% 
100% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 

 
94% 
83% 
90% 
100% 
100% 
100% 

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 
 

 
72% 
96% 
76% 
100% 
100% 
100% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
80% 
107% 
84% 
100% 
100% 
100% 

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 5 bulan 

87% 90% 97% 

e. Persentase perkara yang diselesaikan 
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 

30% 90% 33% 

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan 
upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

 
 

95% 
96% 
100% 

 
 

90% 
90% 
100% 

 
 

105% 
106% 
100% 

3. a. Persentase berkas perkara yang diajukan 
kasasi dan PK yang disampaikan secara 
lengkap 

93% 100% 93% 

b. Persentase berkas yang diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis  100% 100% 100% 

c. Persentase penyampaian pemberitahuan 
relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 
pihak 

95% 100% 95% 

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan 
tempat 98% 100% 98% 

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 86% 90% 96% 
    

4. a. Persentase perkara prodeo yang 
diselesaikan 100% 90% 111% 

 b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan 
dengan cara zetting plaat - 90% - 

 c. Persentase (amar) putusan perkara  yang 
dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus 
 

90% 90% 100% 

5. Persentase permohonan eksekusi atas putusan 
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap 
yang ditindaklanjuti 

85% 90% 94% 

6. c. Persentase pengaduan masyarakat yang 
ditindaklanjuti 85 90% 94% 

 d. Persentase temuan hasil pemeriksaan 
eksternal yang ditindaklanjuti  85% 90% 94% 
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Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klas II Brebes  Tahun 2015 mengacu pada 

indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Klas II 

Brebes  telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai 

berikut : 

 
I. SASARAN STRATEGIS 1 : “Meningkatnya Penyelesaian Perkara” 

Sasaran Strategis Meningkatnya Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk 

menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam 

penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa 

perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara. Sasaran 

strategis ini menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama 
 

NO 
 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
1. a. Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
85% 95% 89% 

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

 
85% 
75% 
81% 
100% 
100% 
100% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
94% 
83% 
90% 
100% 
100% 
100% 

c. Persentase perkara yang diselesaikan: 
- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

 
72% 
96% 
76% 
100% 
100% 
100% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
80% 
107% 
84% 
100% 
100% 
100% 

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 5 bulan 

87% 90% 97% 

e. Persentase perkara yang diselesaikan 
dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 

30% 90% 33% 

 
a. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara 

dengan indikator ke-1 persentase mediasi yang menjadi akta 
perdamaian adalah sebagai berikut : 
1. Ketidakhadiran pihak yang beperkara langsung atau yang bersangkutan 

dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang 

maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung 

berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, 

meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa 

hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan 

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 
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kepentingan. Oleh karena  itu,  diperlukan  kearifan,  kebijaksanaan  dan  

etikad  baik  dari  semua  pihak termasuk kuasa hukum; 
2. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal 

saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam 

melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian; 
3. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum 

sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya 

penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-

tokoh masyarakat, di desa, atau di tingkat kecamatan; 
4. Ketidaktahuan dan  pemahaman  dari  para  pihak  yang  bersengketa 

tentang  proses mediasi. 
5. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, 

hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus 

mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan. 
 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
1. a. Persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian 
85% 95% 89% 

 

a. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara 
dengan indikator ke-2 persentase sisa perkara yang diselesaikan 
adalah sebagai berikut : 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
2. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 

- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 
- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

 
85% 
75% 
81% 
100% 
100% 
100% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
94% 
83% 
90% 
100% 
100% 
100% 

 
Untuk mengetahui pencapaian kinerja dengan indikator persentase sisa 

perkara yang diselesaikan dilakukan melalui perhitungan perbandingan sisa 

perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan, 

sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel di bawah ini :  
Perkara Perdata Gugatan Tahun 

 2013 2014 2015 Persentase 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan  19 11 10   
Perkara masuk  27 26 32 
Putus   35 32 31 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan  19 11 10 100% 
Sisa akhir   18 12 12  
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Perkara Perdata Permohonan Tahun 
 2013 2014 2015 Persentase 

Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan  20 0 1   
Perkara masuk  536 10 50 
Putus   556 9 51 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan  20 0 1 100% 
Sisa akhir   0 1 0  

 
Perkara Pidana Biasa Tahun 

 2013 2014 2015 Persentase 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan  24 40 32   
Perkara masuk  184 151 153 
Putus   168 159 150 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan  24 40 32 100% 
Sisa akhir   53 55 78  

 
Perkara Pidana SIngkat Tahun 

 2013 2014 2015 Persentase 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan  0 0 0   
Perkara masuk  0 0 0 
Putus   0 0 0 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan  0 0 0 100% 
Sisa akhir   0 0 0  

 
 
 

Perkara Pidana Cepat Lalu Lintas Tahun 
   2015 Persentase 

Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan    0   
Perkara masuk    29461 
Putus     29461 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan    0 100% 
Sisa akhir     0  

 
Perkara Pidana Cepat Tipiring Tahun 

 2013 2014 2015 Persentase 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang belum diselesaikan  0 0 0   
Perkara masuk  26 11 54 
Putus   26 11 54 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan  0 0 0 100% 
Sisa akhir   0 0 0  

 
b. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara 

dengan indikator ke-3 persentase perkara yang diselesaikan adalah 
sebagai berikut : 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
3. c. Persentase perkara yang diselesaikan : 

- Perdata Gugatan 
- Perdata Permohonan 
- Pidana Biasa 
- Pidana Singkat 

 
85% 
75% 
81% 
100% 

 
90% 
90% 
90% 
100% 

 
94% 
83% 
90% 
100% 
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- Pidana Cepat Lalu Lintas 
- Pidana Cepat Tipiring 

100% 
100% 

100% 
100% 

100% 
100% 

 
Untuk mengetahui pencapaian kinerja dengan indikator persentase perkara 

yang diselesaikan dilakukan melalui perhitungan perbandingan perkara 

yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan, sebagaimana 

terlihat dalam tabel-tabel di bawah ini :  
Perkara Perdata Gugatan  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang 
belum diselesaikan 

  19   11   10   

Perkara masuk   27   26   32   

Jumlah Perkara   46   37   42   

Perkara yang diselesaikan    35 76% 27 73% 31 74% 

Sisa akhir    11   10   11   

 
 

Perkara Perdata Gugatan Permohonan  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang 
belum diselesaikan 

  20   0   1   

Perkara masuk   536   10   50   

Jumlah Perkara   556   10   51   

Perkara yang diselesaikan    556 100% 9 90% 51 100% 

Sisa akhir    0   1   0   

 
Perkara Pidana Biasa  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang 
belum diselesaikan 

  24   40   32   

Perkara masuk   184   151   153   

Jumlah Perkara   208   191   185   

Perkara yang diselesaikan    174 84% 152 80% 154 83% 

Sisa akhir    34   39   31   

 
Perkara Pidana Singkat  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang 
belum diselesaikan 

  0   0   0   

Perkara masuk   0   0   0   

Jumlah Perkara   0   0   0   

Perkara yang diselesaikan    0 0% 0 0% 0 0% 

Sisa akhir    0   0   0   

 
Perkara Cepat Lalu Lintas    2015 

      Jml % 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang 
belum diselesaikan 

      0   

Perkara masuk       29461   

Jumlah Perkara       29461   

Perkara yang diselesaikan        29461 100% 

Sisa akhir       
 0   

 
Perkara Pidana Cepat Tipiring  2013 2014 2015 
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  Jml % Jml % Jml % 
Sisa perkara tahun sebelumnya yang 
belum diselesaikan 

  0   0   0   

Perkara masuk   26   11   54   

Jumlah Perkara   26   11   54   

Perkara yang diselesaikan    26 100% 11 100% 54 100% 

Sisa akhir    0   0   0   

 
Tabel Keadaan Perkara  

Jenis Perkara 
 

Tahun 2015 
Sisa Th 

2014 
Masuk Putus Sisa 

a b c d = (a+b) - c 

Perdata Gugatan 10 32 31 11 
Perdata Permohonan 1 50 51 0 
Pidana Biasa 32 153 154 31 
Pidana Singkat 0 0 0 0 
Pidana Cepat Lalu lintas 0 29461 29461 0 
Pidana Cepat Tipiring 0 11 11 0 
Total 43 29707 29708 42 

 
 

Tahun 

Keadaan Perkara 
Jumlah 
Majelis 
Hakim 

Efektifitas 
Jumlah Perkara 
Yang Ditanganai 
1 Majelis Hakim Sisa 

Perkara 
tahun 

sebelumnya 

Jumlah 
Perkara 
Masuk 

Persentase 
peningkatan 

Perkara 

Jumlah 
Perkara Yang 

Harus 
Diselesaikan 

Jumlah 
Perkara 

Yang Telah 
Diselesaikan 

a b 
c =  

[b (2015) - b(2014)] 
/b(2014) 

d = a + b e f g = e / f 

2014 11 26 23 37 27 4 7 

2015 10 32 23 42 31 3 10 

 

 
c. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara 

dengan indikator ke-4 persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebagai berikut : 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
4 d. Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan 
   

 

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian 

Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 

(empat) Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara-perkara di Pengadilan 

harus sesua dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling 

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ; 

2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling 

lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan ; 

3. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas 

termasuk penyelesaian minutasi ; 

4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-

perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan ; 

Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan jumlah perkara 

yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah 

perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan (diluar sisa 

perkara).  
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Perkara Perdata Gugatan   2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Perkara masuk   27   26   32  

Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan 
Maksimal 3 bulan 

  27   26   32  

Perkara yang diselesaikan dalam jangka 
waktu 3 bulan 

  27 100% 26 100% 32 100% 

 
Perkara Perdata Permohonan  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Perkara masuk   536   10   50  

Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan 
Maksimal 3 bulan 

  536   10   50  

Perkara yang diselesaikan dalam jangka 
waktu 3 bulan 

  536 100% 10 100% 50 100% 

 
Perkara Pidana Biasa  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Perkara masuk   184   151   153  

Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan 
Maksimal 3 bulan 

  184   151   153  

Perkara yang diselesaikan dalam jangka 
waktu 3 bulan 

  184 100% 151 100% 153 100% 

 
Perkara Pidana Singkat   2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Perkara masuk   0   0   0  

Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan 
Maksimal 3 bulan 

  0   0   0  

Perkara yang diselesaikan dalam jangka 
waktu 3 bulan 

  0 0% 0 0% 0 0% 

 
Perkara Pidana Cepat Lalu Lintas     2015 

      Jml % 
Perkara masuk       29461  

Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan 
Maksimal 3 bulan 

      29461  

Perkara yang diselesaikan dalam jangka 
waktu 3 bulan 

      29461 100% 

 
Perkara Pidana Cepat Tipiring  2013 2014 2015 

  Jml % Jml % Jml % 
Perkara masuk   26   11   54  

Jumlah Perkara Yang Harus Diselesaikan 
Maksimal 3 bulan 

  26   11   54  

Perkara yang diselesaikan dalam jangka 
waktu 3 bulan 

  26 100% 11 100% 54 100% 

 
d. Analisis Pencapaian kinerja meningkatnya penyelesaian perkara 

dengan indikator ke-5 persentase perkara yang diselesaikan dalam 
jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut : 

 
NO 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
5 e. Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan 
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Ukuran capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah perbandingan jumlah perkara 

yang diselesaikan lebih dari 5 bulan dengan jumlah perkara yang 

diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan. 

Capaian persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 

bulan, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 0%. Capaian tersebut 

diperoleh karena target maupun relaisasinya 0 perkara. Bahwa pencapaian 

ini menunjukkan jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri 

Klas II Brebes sudah sesuai dengan ketentuan SEMA No. 2 Tahun 2014 
 

II. Sasaran Strategis 2 : “Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim” 
Sasaran strategis “Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim” dimaksudkan 

untuk menggambarkan sampai sejauh mana putusan Hakim tingkat pertama 

dapat diterima oleh para pihak yang berperkara. Saran strategis ini 

menggunakan 1 (satu) indikator kinerja utama.  

Adapun capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim pada tahun 

2015 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 
 

NO 
 

 
INDIKATOR KINERJA 

 

Realisasi  
 

Target Capaian 

a b C = a/b 
1. Persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum: 
- Banding 
- Kasasi 
- Peninjauan Kembali 

   

 
a. Analisis pencapaian kinerja peningkatan Aksesibilitas putusan Hakim 

dengan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 
hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
Bahwa realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali adalah 

perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, 

kasasi maupun peninjauan kembali dengan jumlah seluruh perkara yang 

diputus di Pengadilan Negeri Klas II Brebes. 

 

Upaya Hukum Banding 
2014 2015 

Jml % Jml % 
Total putusan Banding 16   10   

Mengajukan upaya hukum kasasi 12   8  

Tidak mengajukan upaya hukum kasasi  85%  77% 
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III. Sasaran Strategis 3 : “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian 
Perkara” 
a. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-1 persentase berkas perkara 
yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 
sebagai berikut : 

Upaya Hukum Kasasi 
2014 2015 

Jml % Jml % 
Total putusan Kasasi 12  8   

Mengajukan upaya hukum PK 1  0  

Tidak mengajukan upaya hukum PK  99%  100% 

 
b. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-2 persentase berkas yang 
diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebagai berikut : 

 

Pendistribusian Perkara yang di Register 
2014 2015 

Jml % Jml % 
Berkas yang di register 198  289   

Pendistribusian ke Majelis 198  289  

Pendistribusian Berkas yang sudah di register ke 
Majelis 

 100%  100% 

 
 

c. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 
Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-3 persentase penyampaian 
pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak 
adalah sebagai berikut : 

 

Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 
2014 2015 

Jml % Jml % 
Target  100%   100% 

Realisasi  95%  95% 

Capaian  95%  95% 

 
d. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-4 persentase penyitaan tepat 
waktu dan tempat adalah sebagai berikut : 
Ukuran indikator Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat adalah 

sejauh mana ketepatan tempat dan waktu penyitaan itu dilaksanakan oleh 

petugas jurusita di pengadilan apakah sesuai dengan data dan apakah 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, Di 
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Pengadilan Negeri Brebes melaksanakan penyitaan telah dilaksanakan 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga penyitaan dapat 
dilaksanakan 100 % tanpa ada kendala dan masalah. 

 
e. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Efektifitas Pengelolaan 

Penyelesaian Perkara dengan indikator ke-5 ratio majelis hakim 
terhadap perkara adalah sebagai berikut : 

KEADAAN PERKARA PIDANA BIASA  
DI PENGADILAN NEGERI BREBES TAHUN 2015 

 
NO BULAN  SISA TAHUN 2014 MASUK PUTUS SISA AKHIR 
1 Januari 32 12 17 27 
2 Pebruari 27 12 14 25 
3 Maret 25 5 19 11 
4 April 11 15 8 18 
5 Mei 18 13 13 18 
6 Juni 18 16 8 26 
7 Juli 26 12 10 28 
8 Agustus 28 9 13 24 
9 September 24 15 14 25 
10 Oktober 25 12 9 28 
11 November 28 18 14 32 
12 Desember 32 14 15 31 
 JUMLAH 294 153 154 293 

 

Ukuran Ratio Majelis hakim terhadap perkara : adalah perbandingan jumlah 

majelis hakim dengan jumlah perkara yang ditangani majelis hakim. Perkara 

yang ada di Pengadilan Negeri Brebes pada tahun 2015 adalah 289 

Perkara, sedang Majelis Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Brebes tahun 

2015 terdiri dari 4 Majelis Hakim sehingga rasio majelis Hakim terhadap 

perkara adalah perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara 

yaitu 1 : 72 

IV. Sasaran Strategis 4 : “Peningkatan Aksesbilitas masyarakat terhadap 
peradilan (acces to justice)” 
a. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Aksesbilitas masyarakat 

terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator ke-1 persentase 
perkara prodeo yang diselesaikan adalah sebagai berikut : 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara prodeo yang 

diselesaikan 
90% 100% 111% 

b. Persentase (amar) putusan perkara  yang 
dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

 

90% 90% 100% 
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b. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Aksesbilitas masyarakat 
terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator ke-2 Persentase 
perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat adalah 
sebagai berikut : 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 

a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan 

dengan cara zetting plaat 
90% Nihil Nihil 

 
c. Analisis Pencapaian kinerja Peningkatan Aksesbilitas masyarakat 

terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator ke-3 persentase 
(amar) putusan perkara  yang dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebagai berikut 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
a. Persentase (amar) putusan perkara  yang 

dapat diakses secara on line dalam waktu 
maksimal 1 hari kerja sejak diputus 

90% 90% 100% 

 
V. Sasaran Strategis 5 : “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan” 
a. Analisis Pencapaian kinerja Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan dengan indikator persentase permohonan eksekusi atas 
putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang 
ditindaklanjuti adalah sebagai berikut : 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
a. Persentase permohonan eksekusi atas 

putusan perkara perdata yang berkekuatan 
hukum tetap yang ditindaklanjuti 

90% 85% 94%% 

 
VI. Sasaran Strategis 6 : “Meningkatnya kualitas pengawasan” 

a. Analisis Pencapaian kinerja Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 
pengadilan dengan indikator ke-1 persentase pengaduan masyarakat 
yang ditindak lanjuti adalah sebagai berikut : 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
a. Persentase pengaduan masyarakat yang 

ditindaklanjuti 
90% 85% 94% 

 
b. Analisis Pencapaian kinerja Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan 

pengadilan dengan indikator ke-2 persentase temuan hasil 
pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut 

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN 
a. Persentase temuan hasil pemeriksaan 

eksternal yang ditindaklanjuti 
90% 85% 94% 
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Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target 

rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari : 

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, 

dan Belanja Modal 

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. 

Pada awal tahun 2015, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada 

Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah Rp. 4.978.709.000,00 (Empat Milyar Sembilan 

Ratus Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), 

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Klas II Brebes  tahun anggaran 

2015, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan 

Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut : 

 
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI 
 
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah 
sebagai berikut : 
 

NO KEGIATAN PAGU  (Rp) REALISASI  
(Rp) 

% 

1 Belanja Pegawai 4.090.824.000 3.786.956.961 92,57  % 
2 Belanja Barang 572.300.000 570.917.761 99,76  % 
3 Belanja Modal 238.500.000 238.350.000 99,94 % 

J U M L A H 4.978.709.000 4.596.224.722 92,31  % 
 
1. Belanja Pegawai 

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang 

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. 

Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja 

pegawai. 

a.  Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 
Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di lingkungan 

Pengadilan Negeri Klas II Brebes sebesar Rp. 30.500.000,00 (Tiga puluh  juta 

lima ratus ribu rupiah)   

b.   Pelaksanaan Anggaran 
Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015 yang terserap atau 

terealisasi sebesar  Rp. 4.094.736.000,00 (Empat  milyar Sembilan  puluh 

empat  juta tujuh  ratus tiga puluh enam ribu   rupiah)   Total belanja pegawai 

yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2012, dapat kita lihat pada pagu 

belanja pegawai yang telah terserap sebesar 93 % dengan rincian belanja 

sebagai berikut: 

 

C. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN 
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NO KODE 
AKUN KEGIATAN PAGU REALISASI % 

1 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.486.116.000 1.485.735.440 99,.97 % 
2 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS              30.000 22.663 75.54 % 
3 511121 Belanja Tunj. Suami/istri PNS 106.112.000 105.505.850 99.43% 
4 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 32.849.000 32.746.188 99.69% 
5 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 16.040.000 14.300.000 89.15 % 
6 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.653.730.000 1.570.330.000 94.96 % 
7 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 354.010.000 219.043.056 61.87% 
8 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 88390.000 83.882.764 94.90% 
9 511129 Belanja Uang Makan PNS 341.352.000 263.276.000 77.13% 
10 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12.195.000 12.115.000 99.34% 

Total Belanja Pegawai 4.090.824.000 3.786.956.961 92.57 % 
c.  Sisa Anggaran Pelaksanaan 

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah 

terealisasi, tercatat total sisa pagu belanja pegawai adalah Rp. 303.867.039,- 

(tiga ratus tiga juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan 

rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 7.43 % dari 

total pagu yang tersedia. Sisa pagu belanja pegawai tersebut disebabkan 

karena berkurangnya jumlah pegawai pada tahun 2015. 

 
2. Belanja Barang 

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis 

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya 

pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang 

dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian 

terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas 

dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja 

barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat. 

 
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 

Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes  sebesar Rp. 
572.300.000,00 (Lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Dari 

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Brebes. 

b. Pelaksanaan Anggaran 
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang 

yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.570.917.761 ,00 ( Lima ratus 

tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh satu 

rupiah ). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, 

dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99,76 % , 

dengan rincian belanja barang sebagai berikut : 

 

NO KODE 
AKUN KEGIATAN PAGU 

(Rp.) REALISASI % 
I 52  Rp. 572.300.000 Rp. 570.917.761 99,76 

 522111 Belanja Langganan Listrik Rp. 84.000.000 Rp. 83.338.641 99,21 
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 522112 Belanja Langganan Telepon Rp. 15.900.000 Rp. 15.548.704 97,79 
 522113 Belanja Langganan Air Rp.   1.954.000 Rp.   1.927.125 98,62 
 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 244.853.000 Rp. 244.852.532 100,00 
 521811 Belanja Keperluan Perkantoran Rp. 12.940.000 Rp. 12.940.000 100,00 
 521115 Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 40.700.000 Rp. 40.700.000 100,00 
 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 

dan Bangunan 
Rp. 21.060.000 Rp. 21.060.000 100,00 

 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin (Perawatan Sarana Gedung) 

Rp. 1.250.000 Rp. 1.249.940 100,00 

 523121 Belanja Perawatan Inventaris Kantor Rp.13.076.000  Rp.13.076.000 100,00 
 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan 

Roda 4 dan Roda 2 
Rp. 45.100.000 Rp. 45.099.995 100,00 

 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Rp.   1.920.000 Rp.   1.577.824 82,18 
 521119 Belanja Pakaian Dinas Satpam dll Rp. 2.400.000 Rp. 2.400.000 100,00 
 524111 Belanja Perjalanan Biasa Rp. 86.400.000 Rp.86.400.000 100,00 
 521211 Belanja Penataan Perpustakaan dan 

Kearsipan 
Rp. 747.000 Rp. 747.000 100,00 

Total Belanja Barang Rp. 572.300.000 Rp. 570.917.761 99,76 
 

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan 
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah 

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 

1.382.239 (Satu juta tiga delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh sembilan 

rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 0,24 % dari 

total pagu yang tersedia. 

 
 
3. Belanja Modal 

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana 

dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan 

serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. 

 
a.  Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 

Anggaran 2015 di lingkungan Pengadilan Negeri Brebes  sebesar Rp. 

238.500.000 (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah ). Dari 

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk 

membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Brebes. 

 
b.  Pelaksanaan Anggaran 

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015, anggaran belanja barang 

yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp.238.350.000 ( Dua ratus tiga 

puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Total belanja modal yang 

telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja 

modal yang telah terserap 99,94 % , dengan rincian belanja barang sebagai 

berikut : 

 
NO KODE 

AKUN KEGIATAN PAGU 
(Rp.) REALISASI % 

I 53  Rp. 238.500.000 Rp. 238.350.000 99,94 
 532111 Belanja Pengadaan CTS (Server) Rp. 40.000.000 Rp. 39.850.000 100 
 532111 Belanja Pengadaan Meubelair Rp. 198.500.000 Rp. 198.500.000 100 
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c.  Sisa Anggaran Pelaksanaan 

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah 

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp. 

150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah )Total sisa anggaran dari pagu 

belanja modal sebesar 0,06 % dari total pagu yang tersedia. 

 
4. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM 

 
Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah 
sebagai berikut : 
 
NO KEGIATAN PAGU REALISASI % 
1 Belanja Barang Rp. 77.085.000 Rp. 74.898.500 97,0 

JUMLAH Rp. 77.085.000 Rp. 74.898.500 97,0 

 
Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang 
kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur 
teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan 
Umum. 
 
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 

 
Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun 

Anggaran 2015 dilingkungan Pengadilan Negeri Brebes  adalah Rp. 

77.085.000.00 ( Tujuh puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah ) Dari 

keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan 

Negeri Brebes 

 
b. Pelaksanaan Anggaran 

 
Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2014, anggaran belanja barang yang 

terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 74.898.500,00. ( Tujuh puluh empat 

juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah ) Total belanja barang yang 

telah terealisasi Tahun Anggaran 2015, dapat kita lihat pada pagu belanja barang 

yang telah terserap 97,16 % , dengan rincian belanja barang sebagai berikut : 

: 
NO KODE 

AKUN KEGIATAN PAGU REALISASI % 

1 521211 Belanja Bahan ( ATK ,Fotocopy 
dll ) 

Rp. 2.150.000 Rp. 2.150.000 100 

2 522151 Belanja Jasa Dan Profesi Rp. 27.000..000 Rp. 27.000.000 100 
3 521211 Belanja Bahan (Pelaksanaan 

Pembebasan Biaya Perkara) 
Rp. 50.000 -           0 

4 521219 Belanja Barang non Operasional 
Lainnya (Pelaksanaan 
Pembebasan Biaya Perkara) 

Rp. 395.000 -  0 

5 524111 Belanja Perjalanan Dinas 
(Pelaksanaan Pembebasan Biaya 
Perkara) 

Rp. 1.740.000 -  0 
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6 521211 Belanja Bahan (Penyelesaian 
Administrasi perkara) 

Rp. 25.000.000 Rp. 24.999.500 100 

7 521219 Belanja Barang non Operasional 
Lainnya (Penyelesaian Perkara 
kurang dari 5 Bulan) 

Rp. 18.750.000 Rp. 18.749.000 100 

8 524111 Belanja Perjalanan Dinas 
(Penyelesaian Perkara kurang 
dari 5 Bulan) 

Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 100 

Total Belanja Barang Rp. 77.085.000 Rp. 74.898.500   
97,16 

 
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan 

 
Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah 

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 

2.186.500 (Dua juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Total sisa 

anggaran dari pagu belanja barang sebesar 3 % dari total pagu yang tersedia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2014 merupakan 

gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawaban 

sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

 

A. KESIMPULAN 

BAB IV – PENUTUP 
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Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2014 telah 

dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa 

yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.  

 

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di 

Pengadilan Negeri Brebes  pada tahun 2014 diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Keberhasilan 

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah 

tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan 

tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan 

didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan 

pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Brebes   pada tahun 2014 adalah : 

 

• Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah 

berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum 

memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi. 

• Penyelesaian perkara pada tahun 2014 pada prinsipnya telah berjalan dengan 

baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun sisa 

perkara ditahun 2013 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2014 dan telah 

memenuhi target. 

• Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Brebes  tahun 

2014 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai target. 

• Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah perserta 

yang diusulkan mengikuti diklat dan jumlah peserta yang lulus diklat sudah 

mencapai target. 

• Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang 

berkualitas sudah tercapai. 

• Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target. 

• Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok dan 

fungsi pengadilan pada tahun 2014 ini telah terealisasi seluruhnya. 

 

2. Kendala atau Hambatan 

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja 

tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses 

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat 

langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di 

Pengadilan Negeri Brebes  diantaranya 
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• Perkara yang masuk pada akhir tahun dibulan Oktober dan Nopember 

khususnya perkara perdata cukup banyak menghambat pencapaian target 

penyelesaian perkara tahun berjalan dan Perkara yang masuk pada akhir 

tahun dibulan Desember khususnya perkara pidana cukup banyak, hal ini 

dapat disebabkan pengiriman dari pihak Kejaksaan Negeri yang cenderung 

menghabiskan sisa perkaranya di tahun berjalan.  

 

 

 

 
 

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau 

solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi 

kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah : 

• Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya 

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). 

• Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri supaya dapat mengirimkan 

berkas perkarnya supaya tidak menumpuk diakhir tahun. 

 
 
 

Brebes, 03 Februari  2016 
KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES 

 
 
 
 

( YOSERIZAL, SH., MH ) 
NIP. 19670913 199212 1 001 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B. SARAN - SARAN 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI 
 

 



 LKjIP Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2015 
 

 1 

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 
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No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data 
1 1 penyelesaian 

perkara 
a. Persentase perkara yang 
diselesaikan 
1. Pidana :   Singkat 
                      Biasa 
 Cepat 
2. Perdata:   Gugatan 
                       Permohonan 
 
b. Persentase sisa perkara 

yang diselesaikan 
1. Pidana :   Singkat 
                      Biasa 
 Cepat 
2. Perdata:  Gugatan 
                      Permohonan 

a. Perbandingan    antara perkara 
yang diminutasi dengan jumlah 
perkara yang diregister. 

 
 
 
 
 
b. Perbandingan antara sisa perkara 

yang diminutasi dengan jumlah 
sisa perkara. 

Majelis 
Hakim/Panitera                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Majelis 
Hakim/Panitera 

Register/ Laporan 
Bulanan dan 
Laporan Tahunan. 
 
 
 
 
 
 
Register/Laporan 
Bulanan dan 
Laporan Tahunan 

       
 

2 
 
Tertib administrasi 
perkara 

 
a.Persentase berkas yang 

diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis 
Hakim 

 
 
b.Persentase berkas yang 

diajukan banding , kasasi 
dan PK yang dikirim secara 
lengkap 

 
a. Perbandingan antara berkas 

yang didistribusikan ke Majelis 
dengan berkas perkara yang 
diterima Kepaniteraan 

 
b. Perbandingan antara berkas 

perkara yang diajukan 
Banding/Kasasi/PK dengan 
jumlah berkas yang dikirim 
dalam tingkat 
Banding/Kasasi/PK lengkap 
dengan bundel A dan B 

 
a. Panitera dan 

Panmud Pidana 
/Perdata 
 
 
 

b. Panitera dan 
Panmud Pidan / 
Perdata 

 
a. Laporan Bulanan 

dan Laporan  
Tahunan. 

 
 
 
 

b. Laporan Bulanan 
dan Laporan 
Tahunan 
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 3  Pengawasan dan 
pembinaa yang 
berkualitas 
 

a. Persentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti 

 
 
 
 
b. Persentase temuan yang 

ditindaklanjuti 

a. Perbandingan   jumlah pengaduan 
yang ditindaklanjuti    mengenai 
perilaku aparatur peradilan dengan 
jumlah pengaduan yang dilaporkan. 

 
 
b. Perbandingan   jumlah temuan 
yang ditindaklanjuti dari hasil 
pengawasan internal dan eksternal 
dengan temuan yang dilaporkan 

 

a. Ketua  dan 
Panmud Hukum 

 
 
 
 
 
a. Ketua  dan 

Panmud Hukum 

a. Laporan Hasil 
Pengaduan 
Masyarakat 

 
 
 
b. Laporan Hasil 

Pengaduan 
Masyarakat 

 

4.   Aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap peradilan  

Persentase jumlah perkara 
yang sudah putus dan 
dipublikasikan  

Perbandingan jumlah proses 
perkara yang sudah diminutasi dan 
dapat dilihat di website Pengadilan, 
dengan perkara yang sudah 
diminutasi 
 

Ketua Pengadilan 
(atasan PPID)/Majelis 

Hakim/Panitera 
(PPID)/Panmud 

Pidan/Perdata/Hukum 
(PI) dan Petugas 

Informasi 
 
 

Register Minutasi Perkara / 
Direktori Putusan MARI 

5.  Sarana dan 
prasarana 

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana 

Perbandingan jumlah pengadaan 
sarana dan prasarana yang 
diusulkan dengan pengadaan 
sarana dan prasarana yang telah 
dilaksanakan/direalisasikan 

Ketua Pengadilan 
dan 
Panitera/Sekretaris 

DIPA 

 
                                                                                              Brebes, 04  Februari  2014 

Diketahui                                                      PANITERA / SEKRETARIS 
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES                                         PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 

 
  
 

     H.SLAMET  SURIPTO,SH.,M.Hum.                                                                SUMITRO, SH. 
           NIP.19630312 199212 1 001                                                                NIP.19611108 198303 1 005 
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LAMPIRAN 3 : RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LKjIP Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2015 
 

 6 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

Unit Organisasi  : Pengadilan Negeri Klas II Brebes 
Tahun Anggaran  : 2015 
 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tarjet 
Penyelesaian 
perkara 

a. Persentase perkara yang diselesaikan 
1. Pidana :   Biasa 
                      Singkat 
 Lalu-lintas 
2. Perdata:   Gugatan 
                       Permohonan 
 
b. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan 
1. Pidana :   Biasa 
                      Singkat 
 Lalu-lintas 
2. Perdata:  Gugatan 
                      Permohonan 
 

 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

Tertib administrasi 
perkara 

a. Persentase berkas yang diregister dan 
siap didistribusikan ke Majelis 

 
b. Persentase berkas yang diajukan 

banding , kasasi dan PK yang dikirim 
secara lengkap 

 

100% 
 
 
100% 

   
Pengawasan yang 
berkualitas 

a. Persentase pengaduan yang 
ditindaklanjuti 

 
b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti 
 

100% 
 
100% 

Aksesibilitas 
masyarakat terhadap 
peradilan 

Persentase proses penyelesaian perkara 
yang dipublikasikan 

100% 

Penyediaan Sarana 
dan 
Prasarana 

Persentase pengadaan sarana dan 
prasarana 

100% 

 
 
 
 
 
 
 



 LKjIP Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2015 
 

 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN 4 :     MATRIK RENCANA 
STRATEGIS  

 TAHUN 2015 - 2019 
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MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 -2019 
 

No Tujuan Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja ket 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Peningkatan 
Penyelesaian 
perkara 

Penyelesaian 
perkara 

a. Persentase perkara 
yang diselesaikan 
1. Pidana :   Biasa 
                      Singkat 
 Lalu-lintas 
2. Perdata:   Gugatan 
                       
Permohonan 
 
b. Persentase sisa 

perkara yang 
diselesaikan 

1. Pidana :   Biasa 
                      Singkat 
 Lalu-lintas 
2. Perdata:  Gugatan 
                      
Permohonan 
 

 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
 
 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
 
 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
 
 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
 
 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
 
 
 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

 

2. Peningkatan 
tertib 
administrasi 
perkara 

Tertib 
administrasi 
perkara 

a Persentase berkas yang 
diregister dan siap 
didistribusikan ke Majelis 
 
b. Persentase berkas 
yang diajukan Banding, 
Kasasidan PK yang 
dikirim secara lengkap 

100% 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
100% 

100% 
 
 
 
100% 
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No Tujuan Sasaran 
Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja Ket 2015 2016 2017 2018 2019 

          
3 Peningkatan 

kualitas 
pengawasan 

Pengawasan 
yang 
berkualitas 

a. Persentase pengaduan 
yang ditindaklanjuti 
 
b. Persentase temuan yg 
ditindaklanjuti 
 

100 % 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
100 % 

100 % 
 
 
100 % 

 

4 Peningkatan 
aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 
(acces 
to justice) 

Aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap 
peradilan 

Persentase proses 
penyelesaian perkara yang 
dipublikasikan 

100 % 
 
 
 

100 % 100 % 100 % 100 %  

5 Peningkatan 
penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Penyediaan 
Sarana dan 
Prasarana 

Persentase pengadaan 
sarana dan prasarana yang 
tersedia 

100 % 
 
 
 

100 % 100 % 100 % 100 %  
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LAMPIRAN 5 :  SK TIM PENYUSUN LAPORAN 
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Menimbang : 

 
 

PENGADILAN  NEGERI  BREBES 
JL. AHMAD  YANI  NO. 89  BREBES 52212 

TELP. (0283 ) 671796,671006  FAX ( 0283 )671674 
 
 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 
NOMOR :  W12.U11/ 170    /KP.07.01/2/2014 

 
TENTANG 

 
Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Pengadilan Negeri Klas II Brebes tahun 2015 

 
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 

 
 

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka 
perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Laporan Akhir 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

 
b. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang 

cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan 
Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012; 

 
 
1. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
 
2. Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Penyusun Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Negeri 
Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan 
Indikator Kinerja Utama masing-masing; 

  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama; 

 
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) 

Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta 
sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi; 

 
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011, tentang Penyampaian 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan 
Kinerja Tahun 2012; 

 
 

Mengingat : 
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Pertama : 

 
 

M E M U T U S K A N 
 
 
 

 
Menunjuk dan Mengangkat yang namanya tersebut pada jalur dua dalam 
jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam Lampiran 
Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 pada Pengadilan Negeri Klas II 
Brebes; 
 
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; 
 
 

                                                                    Brebes, 04 Februari  2014 
KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 

 
 
 
 
 
 
 

( H SLAMET SURIPTO, SH.,M.Hum ) 
                                                                 NIP. 19630312 199212 1 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menetapkan : 

K e d u a : 

Tembusan disampaikan kepada : 
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta; 
3. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta; 
4. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
7. Yth. Para Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI di Jakarta; 
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; 
9. Arsip. 
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NO NAMA / NIP 
PANGKAT / GOL JABATAN DITUNJUK/DIANGKAT 

SEBAGAI 

1. 
H  SLAMET 
SURIPTO,SH.,M.Hum 
NIP. 19630312 199212 1 001 
P bi  Ut  M d  (IV/ ) 

Ketua  
Pengadilan Negeri 
Klas II Brebes 

Pelindung/Penasehat 

2. 
ELFIAN, SH.,M.Hum. 
NIP. 19651211 199212 1 001 
 

Wakil Ketua  Ketua  

3.  
OKI BASUKI RACHMAT, SH 
NIP. 19751025 200112 1 004 
 

Hakim Anggota 

4. 
SUMITRO, SH 
NIP. 19611108 198303 1 005 
 

Panitera / 
Sekretaris Koordinator  

5.  
SUDRAJAT 
NIP. 19600208 198601 1 001 
 

Wakil  Panitera Anggota 

6. 
FRANSISCA RENY A., SH 
NIP. 19820802 200904 2 006 
 

PLT. Wakil  
Sekretaris Sekretaris 

    

 
 
 
                                                                   Brebes, 04  Februari 2014 

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS II BREBES 

( H 
SLAMET SURIPTO, SH.,M.Hum ) 

                                                                 NIP. 19630312 199212 1 001 
 

 
 
  

Lampiran : Surat Keputusan  
    Ketua Pengadilan Negeri Brebes 
Nomor : W12.U11/  170  /KP.07.01/2/2014 
Tanggal  : 04  Februari  2014 
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